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ABSTRAK 
Nama : Wan Gun Tomo 
Nim 10500113097 
Judul : Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota 
dan Wakil Walikota Makassar Pada Pilkada 2018. (Perkara 
Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks) 
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar 
pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) 
Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota 
Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin 
mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di 
PTTUN Makassar tersebut. 
Dalam skripsi ini, jenis penelitiannya merupakan penelitian Kualitatif 
“Field Research/Penelitian Lapangan”, dengan teknik pendekatan pendekatan 
penelitian menggunakan pendekatan kasus “case approval” dan dipadukan  
dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penilitian ini yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari 
hasil wawancara penulis dan sumber data sekunder terdiri dari putusan 
pengadilian. 
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 
tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada 
Pilkada 2018 terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah 
satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam 
putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa 
calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan 
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat 
Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, 
maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan 
baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya 





A. Latar Belakang Masalah 
 
Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia secara filosofis adalah negara 
yang berlandaskan atas dasar hukum atau biasa disebut rechstate. Hal ini secara 
tegas tertera pada salah satu pasal di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 1 Berdasarkan 
ketentuan rumusan pasal tersebut yang mana terdapat kedalam bagian UUD 
Tahun 1945, berarti negara Indonesia secara tegas mentasbihkan diri sebagai suatu 
negara hukum. Indonesia sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip rule 
of law bertujuan untuk menyelenggarakan kepatuhan terhadap ketertiban hukum, 
menciptakan kesejahteraan rakyatnya serta membentuk suatu kelompok 
masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana kita ketahui rakyat diakui 
sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam berdirinya suatu negara. 
Negara tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya rakyat yang menjadi salah 
satu syarat berdirinya suatu negara. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan 
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Melaksanakan kedaulatan bagi, rakyat 
adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan 




1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 3. 
2 Sugianto, Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia, 










Ada dua jenis kedaulatan yang hingga saat ini tidak akan pernah habis 
untuk diperbincangkan, kedua kedualatan tersebut merupakan kedaulatan rakyat 
dan kedaulatan hukum. Dalam mencari format yang dapat menyatukan keduanya. 
Kedaulatan rakyat adalah cikal bakal lahirnya konsep demokrasi. Pada posisi  
yang demikian demokrasi menjadi teori yang sangat penting untuk menggerakan 
cara atau alat melalui pemilu dan dapat mewujudkan demokrasi yang seutuhnya 
tercipta berdasarkan keputusan dan kemauan rakyat, tidak ada cara atau sarana 
lain yang dapat digunakan selain pemilu yang dapat membantahkan teori 
perjanjian rakyat kalau bukan melalui pemilu. 
Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, dalam 
rangka untuk membatasi kekuasan pemerintah, maka undang-undang dasar 
diberikan fungsi khusus agar para penyelenggara kekuasaan tidak bertindang 
semena-mena terhadap rakyat. Dengan demikian diharapkan akan memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sehubungan dengan itu maka hak- 
hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan memilih pemimpinnya adalah 
melalui pemilu. 3 Implementasi nyata dalam pelaksanaan pemilu dapat kita 
temukan kepada pelaksanaan pemilihan umum. 
Pemilihan umum pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diadakan 
pada tahun 1955, yang mana ketika itu Republik Indonesia baru merdeka selama 





3 Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 








pemilihan umum 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. 4 Setelah Presiden 
Suharto mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei Tahun 1998, 
Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikannya. Di bawah desakan 
publik, pemilihan umum 1997 harus segera diganti. Sebagai alasan diadakannya 
pemilihan umum adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari 
publik, termasuk masyarakat internasional, karena pemerintahan dan lembaga- 
lembaga lain yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap 
tidak dipercaya. 
Di Tahun 2004, rakyat Indonesia kembali mengadakan pemilihan umum. 
Tetapi berbeda dari pemilihan umum sebelumnya, pemilihan umum 2004 adalah 
pemilihan umum pertama, yang memungkinkan masyarakat untuk secara 
langsung memilih wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD, dan 
secara langsung memilih presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan langsung 
pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, mengilhami pemilihan 
langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga. Otonomi daerah 
yang diterapkan pada tahun 1999 juga mendukung hal ini.5 Oleh karena itu, sejak 
2005, pemilihan kepala daerah secara langsung telah diadakan di tingkat provinsi 
dan kabupaten / kota. 
Pilkada di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi di 




4 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, 
 
5 Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, 








daerah di berbagai tempat juga kerap diwarnai pertikaian dan berbagai macam 
peristiwa yang menodai demokrasi itu sendiri.6 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan 
pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Pasal 
18 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur pembagian wilayah 
menjadi provinsi, kemudian provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap 
provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan sendiri. Di samping itu, juga 
diatur pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Selanjutnya, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah negara kesatuan yang dikelola berdasarkan pemahaman tentang sistem 
demokrasi, maka diciptakan sebuah badan atau lembaga legislatif di pemerintahan 
yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan langsung kepala daerah oleh 
masyarakat, yang merupakan sebuah bentuk manifestasi dari sistem demokrasi. 
Sebelum tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lah yang 
memiliki hak untuk memilih seorang kepala daerah. Semenjak diundangkannya 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih 
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
atau disingkat Pilkada. Dipilihnya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
merupakan sebuah koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem 
perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Digunakannya sistem 
 
 
6 Prayudi - Ahmad Budiman – Arjoyati Ardipandato, Dinamika Politik Pilkada Serentak, 








pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan dan penataan format 
demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. 
Pelaksanaan pemilihan secara langsung diharapkan agar masyarakat dapat 
memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani sehingga pemimpin yang dipilih 
bisa bersikap adil sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Al Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi7: 
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“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat.” 
Gelombang pertama pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) 
akan diadakan serentak pada bulan Desember tahun 2015. Pada Tahun 2015 pula, 
Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki periode ketiga sejak dimulai di 2005. 
Sejak 2005, berbagai evaluasi telah dilakukan pada ratusan pelaksanaan pemilihan 












dari kritik yang diajukan oleh masyarakat. 8 Namun, gagasan penyelenggaraan 
Pilkada secara serentak ini merupakan konsekuensi pembelajaran dari hasil 
evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi yang mulai 
diterapkan pada 2015. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa 
pemilihan gubernur, bupati dan walikota diadakan secara serentak dengan tujuan 
agar anggaran negara bisa lebih hemat. 
Implementasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 menarik untuk 
dikaji sebagai gelombang awal dalam desain pemilihan kepala daerah serentak 
yang akan dilakukan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 
51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 
pilkada, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan dan mekanisme 
yang berlaku pada tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, termasuk isu- 
isu yang menyangkut calon tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala 
daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal 
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena 
didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Hal 
tersebut dimungkinkan karena kurangnya kandidat dengan potensi kuat untuk 
bersaing dengan calon tunggal, adanya kekosongan hukum “rechtvacum” dengan 
regulasi yang lemah mengenai pilkada yang diikuti oleh satu calon, kemudian 
mengakibatkan tertundanya rencana pelaksanaan pilkada. Partai politik dan 
8 Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose Publika 








koalisi parpol enggan untuk mengusulkan pasangan calon dengan maksud agar 
Pilkada di daerah tertentu bisa tertunda ke pilkada serentak selanjutnya, karena 
mereka menganggap hal tersebut hanya akan menghabiskan berbagai macam 
sumber daya seperti, biaya, energi, waktu, dan lain-lain. Begitu sulit dan rumitnya 
pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan atau independent pada pemilihan 
kepala daerah mengakibatkan berkurangnya harapan untuk tercapainya keinginan 
yaitu setidaknya terdapat lebih dari satu pasangan calon. Hal tersebut juga 
dianggap menghambat proses demokrasi di daerah tertentu. 
Melihat potensi akan tercederainya sebuah proses demokrasi, diakibatkan 
karena tidak diaturnya calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2015 tentang pilkada, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan juga merupakan revisi dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga sebagai bentuk patuh dalam 
menjalankan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- 
XIII/2015.9 
Dalam prosesnya, meskipun peraturan tentang pemilihan kepala daerah 
telah beberapa kali berganti-ganti, dan mengalami penyempurnaan, tetap saja 
sering terjadi sengketa antara calon peserta pilkada, entah itu sengketa dalam hal 





9 Achmaduddin Rajab, Jurnal Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 dan Implikasi di dalam 








Sengketa administrasi pilkada ini sendiri terjadi di salah satu daerah di 
Sulawesi Selatan, tepatnya pada kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota di Makassar yang dimana terdapat ketegangan antara dua pasangan 
calon wali kota yang merupakan peristiwa baru yang terjadi dalam sejarah 
pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang di mana pasangan Munafri Arifuddin 
- Andi Rachmatika Dewi dan Dani Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari 
bersitegang, pasalnya pasangan Dani Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai 
pasangan dari pihak petahana tetap ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon 
oleh KPU Kota Makassar, hingga akhirnya di gugat ke Panwaslu kota Makassar 
oleh pasangan calon yang lain sebab diduga melakukan pelanggaran yang 
bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang 
Pilkada, yang melarang pihak pasangan petahana untuk menyelenggarakan 
program atau kegiatan dalam kurung waktu enam bulan sebelum penetapan 
pasangan calon. Setelah melalui proses penyelesaian sengketa di panwaslu, 
keluarlah putusan panwaslu tersebut yang bagi pihak penggugat dirasa dirugikan 
kepentingannya sehingga para pihak penggugat kembali mengajukan gugatannya, 
tapi kali ini ke PTTUN Kota Makassar dengan objek sengketa surat keputusan 
KPU tentang pentapan pasangan calon, sehingga menghasilkan sebuah putusan 
Hakim. 
Hakim dalam mengambil suatu keputusan telah diatur dalam suatu 
mekanisme tertentu. Fakta-fakta persidangan sangat penting untuk menemukan 








mengambil keputusan untuk membuat penilaian berdasarkan fakta-fakta yang 
dipertimbangkan dan juga berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan uraian tersebut serta fenomena politik yang terjadi di 
Indonesia dan Kota Makassar pada khususnya maka penulis berinisiatif untuk 
meneliti “Analisis Putusan terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar pada Pilkada 2018. (Perkara Nomor: 
6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks)” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
1. Fokus Penelitian 
 
Fokus penelitian ini lebih merujuk pada analisis yuridis atas putusan 
hakim terhadap surat keputusan KPU Kota Makassar yang menetapkan 
pencalonan pasangan petahana sebagai calon Waliota dan Wakil Walikota 
Makassar pada tahun 2018. Hasil keputusan pengadilan yang telah melalui 
pertimbangan-pertimbangan hakim atas fakta-fakta hukum yang muncul dalam 
proses persidangan, menjadi bahan analisis utama dalam penelitian ini. 
Memahami unsur-unsur yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa 
administrasi pilkada, serta terakhir, Bagaimana implikasi putusan pengadilan 
tinggi tata usaha negara Makassar Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN 
Mks. 
Penelitian ini sendiri akan dilakukan di Wilayah Kota Makassar, tepatnya 
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sementara yang menjadi fokus 
penelitian penulis adalah: 








b. Aturan Hukum 
 
c. Pilkada Serentak 
 
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 
mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka terhadap focus penelitian, 
penulis akan mendeskripsikan beberapa hal yang dianggap penting dalam 
deskripsi fokus 
2. Deskripsi Fokus 
 
Adapun judul skripsi adalah “Analisis Putusan terhadap Pembatalan 
Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018” dapat 
diberikan pengertian terhadap beberapa variabel yang dianggap penting: 
a. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim 
 
Merupakan perbuatan hakim atau pernyataan hakim sebagai pejabat negara 
berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara 
tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.10 
Mekanisme hukum sebagaimana sistem civil law yang kita anut di 
Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara serta 
tidak terikat pada keputusan pengadilan sebelumnya. Kebebasan Hakim dalam 
memutuskan suatu perkara tidaklah dalam artian bebas sebebas-bebasnya.  
Putusan hakim tetap menjadikan undang-undang sebagai alat pijaknya, hingga 
selanjutnya sampai kepada pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum 
yang muncul di persidangan. Putusan hakim kerap pula dianggap sebagai sumber 
hukum primer oleh para ahli hukum. 
10 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 








Salah satunya ialah Prof. Peter Mahmud Marzuki Yang kembali 
mengutip ucapan Portalis yang salah seorang perancang Code Civil: 
“Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, didalam praktik, tidak 
akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga 
diajukan kepada hakim, Oleh karena itulah undang-undang, sekali 
ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak 
pernah berhenti bergerak.” 
Dari apa yang dikemukakan oleh Portalis ini, perancang Code Civil ini 
mengakui bahwa didalam praktik pengadilan, sangat mungkin timbul masalah- 
masalah baru yang tidak ditampung oleh kodifikasi sekalipun.11 
b. Aturan Hukum 
 
Merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat 
oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan- 
peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.12 
c. Pilkada Serentak 
 
Adalah sebuah proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara 
serentak dalam waktu yang bersamaan dalam sebuah lingkup wilayah atau 
kawasan tertentu, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten Kota.13 
 
C. Rumusan Masalah 
 
 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi Revisi, (Cet.XIII; Jakarta: 
Kencana,2017), h.187-188. 
12 M. Bakri , Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1, UB Press, Malang, 2011, hlm.17. 








Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang serta judul yang penulis 
angkat, maka dapatlah menentukan poin yang menjadi permasalahan dalam 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim PTTUN Makassar dalam mentapkan 
putusan yang membatalkan pencalonan salah satu Calon Walikota dan 
Wakil Walikota Makassar pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN 
Mks? 
2. Bagaimana implikasi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara 
Makassar Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks? 
D. Kajian Pustaka 
 
Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan 
momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 
ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang 
diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi 
kemungkinan signifikan dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada 
konteks waktu dan tempat tertentu.14 Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus 
pada pokok kajian, maka dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebgai berikut: 
1. Darda Syahrizal dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan 
Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa pada prinsipnya PTUN merupakan 
sebuah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk 
sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi 
 
14 UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:Makalah, Skripsi, 








negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang badan hukum perdata, seperti 
PT, Yayasan, dan badan hukum lainnya. Darda Syahrizal juga menjelaskan 
bahwa PTUN sangat penting bagi suatu negara terkhusus bagi Indonesia sebab, 
keberadan suatu peradilan administrasi merupakan salah satu unsur 
terpenuhinya teori negara hukum dan PTUN merupakan juga salah satu 
lembaga dimana masyarakat dapat mengadukan kebijakan pemerintah yang 
sewenang-wenang dan atau merugikan masyarakat. 
2. Wafia Silvi Dhesinta dalam jurnalnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi, dalam jurnal ini, penulisnya lebih 
menekankan kepada penilaian mengenai pemilu dan calon tunggal dengan 
konsep demokrasi, yang dimana pelaksanaan pilkada dibeberapa daerah masih 
memiliki beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi. 
3. Tjahjo Kumolo dalam bukunya Politik Hukum Pilkada Serentak, menjelaskan 
bahwa sebuah Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dapat melambungkan 
harapan dan kecemasaan pada saat bersamaan. Sebuah harapan untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang telah menghambat pembangunan 
daerah, mulai dengan regenerasi sebuah kepemimpinan lokal, distribusi sumber 
daya yang adil, politik dinasti, dan revitalisasi pemerintah daerah. Namun, ada 
juga yang khawatir bahwa sistem tersebut tidak bisa menjamin hasil yang dapat 
memuaskan semua pihak, spekulasi tenntang masalah keamanan, potensi akan 
munculnya sebuah kecurangan yang masif, dan gugatan-gugatan dari beberapa 
pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasilnya. Dalam 








seluruh elemen bangsa untuk bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan 
momen politik ini sehingga sebuah sistem pemilihan yang demokratis, 
partisipatif, berkualitas dan berintegritas dapat berjalan. 
4.  MB. Zubakhrum Tjenreng dalam bukunya Pilkada Serentak Penguatan 
Demokrasi Di Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud pilkada serentak 
bagi politik Indonesia, terutama di tingkat lokal, bukan hanya dibaca sebatas 
sebagai pesta demokrasi lokal, melainkan merupakan instrumen bagi proses 
penguatan demokrasi (strengthening democracy). Pilkada di satu sisi 
merupakan kelanjutan pemilu nasional, tapi di sisi lain merupakan persiapan 
bagi tahapan berikutnya dari perkembangan politik lokal, yakni penciptaan 
effective governance pasca terpilihnya pemimpin daerah yang baru. Pilihan 
model keserentakan pilkada (local concurrent election) diyakini menjadi solusi 
terbaik untuk menjawab problematika yang masih tersisa dalam pelaksanaan 
pilkada selama ini. 
5. Ansori dalam jurnalnya Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah 
dalam Menyelenggarakan Pilkada, dalam jurnal ini penulisnya lebih 
menekankan tentang bagaimana legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. 
 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian: 
 








a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus sengketa administrasi pilkada pada pemilihan 
walikota dan wakil walikota Kota Makassar Tahun 2018. 
b. Untuk mengetahui implikasi apa yang yang disebabkan oleh putusan 
pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar pada Perkara Nomor: 
6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks 
2. Kegunaan penelitian: 
 
Adapun kegunaan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
 
a. Manfaat Praktis 
 
1) Dapat menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi hukum maupun 
non hukum dalam melihat proses pertimbangan hukum hakim dalam 
memutus suatu perkara. 
2) Untuk memperkaya pengetahuan baik penulis maupun masyarakat 
umum terhadap problema atau sengketa yang terjadi dalam proses 
pencalonan kepala daerah. 
b. Manfaat Teoritik 
 
Keguanaan penelitian ini diharapkan dapat merangsang kesadaran para 
pembaca melihat masalah hukum disektor pemilihan kepala daerah sebagai 








1. Pengertian Demokrasi 
 
Dalam demokrasi terdapat landasan atau pondasi utamanya, yaitu prinsip 
trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif 
dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling 
lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. 
Ketiga jenis lembaga ini harus tetap bersatu dan independen sehingga ketiga 
lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi dan mengendalikan negara 
sesuai dengan prinsip checks and balances.15 
Melalui lembaga-lembaga negara ini seperti lembaga pemerintah yang 
memiliki wewenang untuk mewujudkan dan melaksanakan otoritas eksekutif, 
lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan 
kehakiman dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang 
memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. 16 Dibawah sistem ini, 
keputusan legislative dibuat oleh masyarakat yang diwakilinya “constituent” dan 






15 Panjalu Wiranggani, Demokrasi (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), h.1. 











Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “demos” dalam artinya 
rakyat, dan “kratos/cratein” yang diartikan sebagai pemerintahan, sehingga bisa 
diartikan sebagai pemerintahan rakyat.17 Konsep demokrasi menjadi sebuah kata 
kunci tersendiri dalam salah satu disiplin keilmuan.18 
Demokrasi secra sempit dapat diartikan sebagai suatu jenis sitem 
pemerintahan. Demokrasi adalah aturan kelembagaan dalam rangka mengambil 
keputusan politk, yang setiap orang memiliki kekuatan memutuskan dan berjuan 
secara komperhensif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Demokrasi 
juga bisa diartikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat yang dipimpin dari 
penyalahgunaan kekuasaan oleh yang memimpin. Demokrasi adalah suatu sistem 
politik dengan konsep kedaulatan di tangan rakyat, penguasa 
mempertanggungjawabkan secara berkala terhadap yang dimpimpinnya. Hak 
minoritas (termasuk hak menjadi mayoritas) dilindungi, dan persaingan politik 
antar-individu dan antar gagasan sangat terbuka.19 
Kesetaraan menjadi elemen penting kedua dalam demokrasi, dan memiliki 
berbagai macam bentuk. Setiap, manusia yang memiliki latar belakang berbeda 
sperti ras/etnik, agama, atau status ekonomi memiliki hak yang sama; yaitu 




17 Muslim Mufti & Didah Durrotun Naafisah, Teori - Teori Demokrasi (Pustaka Setia: 
Bandung, 2013), h.21. 
18 Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 
2008), h.138. 
 









misalnya, setiap warga negara memiliki peran yang sama dan langsung dalam 
pengambilan keputusan. 
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya terhadap pembagian 
kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari 
rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip 
semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika 
fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata 
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan 
kekuatan absolut pemerintah sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia. 
Bahasa kata demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf 
yunani bernama Aristoteles sebagai sebuah bentuk pemerintahan, yaitu suatu 
pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak 
orang. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima 
dan dipakai oleh hampir seluruh negara didunia. 
Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi 
telah terakomodasi dalam suatu Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Di Indonesia sendiri, istilah demokrasi itu tidak termaktub dalam Pembukaan 
UUD 1945, yang memuat Pancasila. Namun, esensi demokrasi dapat ditemukan 
dalam Sila keempat Pancasila “Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pancasila  yang 








terhadap bangsa Indonesia. Pancasila tidak memandang stereotype suatu suku, 
adat atau budaya. Integritas masyarakat yang heterogen menjadi masyarakat yang 
homogeny dapat terwujud bila adanya rasa persatuan dan kesatuan. 
2. Demokrasi dalam Islam 
 
Pada tahun ke-23 kenabian atau 622 Masehi, Rasulullah SAW melakukan 
perjalanan atau hijrah dari Mekkah ke Madinah, hal tersebut membuka era baru 
bagi Nabi Muhammad SAW dalam me-nyemaikan Islam. Nama Madinah, yang 
digunakan untuk mengganti Yatsrib tidak sekedar berarti kota. Nama itu punya 
pengertian lebih luas, yaitu kawasan tempat menetap dan bermasyarakat mereka 
yang memiliki tamaddun yang mencakup dawlah atau negara dan hukumah atau 
pemerintahan.20 
Di Madinah selain bertugas sebagai Rasul yang mengemban risalah Allah 
SWT, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebgai kepala negara, yang 
warganegaranya tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja melainkan juga 
musyrikin, kaum Yahudi, Nasrani, serta kabilah-kabilahnya. 
Dalam rangka mempersatukan segala macam bentuk kemajemukan dalam 
masyarakat itu, dipandang perlu adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama. 
Atas pertimbangan itu kemudian dibuat sebuah perjanjian dan ditandatangani oleh 
Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasulallah dan pemimpin 
tertinggi suatu negara. Perjanjian itu disebut Piagam Madina. 
 
 
20 Tim Republika, Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah (Cet. I; 








Jika Naskah Piagam Madina ini dikaji secara lebih dalam, kita akan 
mendapatkan gambaran tentang karekteristik ummah (masyarakat) dan negara 
Islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembangannya. Karekteristik 
tersebut meliputi: 
a. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, terdiri dari 
berbagai ikatan keluarga besar, suku dan agama. Sebagaimana yang diketahui 
kesukuan “tribalisme” memegang peran penting dalam tata hidup orang- 
orang Arab pra-Islam. Ikatan darah merupakan basis esensial kelompok, yang 
identifikasinya berupa kesetiaan paripurna pada suku dan solidaritas  
kesukuan yang tak terbatas “ashabiyah”. Piagam Madinah tetap mengakui 
eksistensinya, dan masing-masing kepala suku dapat melanjutkan 
kepemimpinannya. Akan tetapi, dalam hubungan antar-kelompok itu 
kemudian diciptakan suatu kepemimpinan baru dengan Nabi Muhammad 
SAW sebagai pemimpinnya. Ia juga menghapuskan kesetiaan sempit kepada 
suku dengan kesetiaan luas kepada masyarakat, dengan mengalihkan 
perhatian sukuisme kepada pembangunan negara baru, yang warganegaranya 
merdeka, dan berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia 
lainnya.21 
b.  Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggita masyarakat, 
wajib saling menghormati, dan wajib bekerjasama antar sesame mereka, serta 
tidak seorangpun yang diperlakukan secara buruk. Bahkan orang lemah 
sekalipun diantara merka harus dilindungi dan dibantu. 
 








c. Negara mengakui dan melindungi, serta menjamin kebebasan menjalankan 
ibadah dan agama baik bagi orang-orang muslim maupun non muslim, 
khususnya Yahudi. 
d. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. 
 
Demikian pula, hukum harus ditegakkan dengan adil. Siapa pun tidak boleh 
melindungi kejahatan, apalagi berpihakan kepada orang-orang yang 
melakukannya.22 
e. Negara menganut asas “pacta sun servanda” perjanjian harus dihormati 
selama perjanjian itu berlaku. 
f. Perdamaian adalah tujuan utama. Namun, pencapaiannya tidak boleh 
mengorbankan kebenaran dan keadilan. Perdamaian antara orang mukmin 
bersifat tunggal. Apabila terjadi peperangan dijalan Allah SWT, seorang 
mukmin tidak dibenarkan mengadakan perdamaian secara terpisah dari 
mukmin yang lain. 
g. Sistem pemerintahan adalah desentralisasi dengan Yatsrib sebagai pusatnya. 
 
Masalah internal kelompok diselesaikan kelompok masing-masing. Namun 
jika masalahnya menyangkut kepentingak kelompok lain, penyelesaiannya 
haruslah diserahkan kepada Rasulullah sebagai pemegang pucuk pimpinan 
negara yang merupakan pemutus terakhir.23 
Piagam Madinah jelas merupakan dokumen amat berharga. Para sarjana 
orientalis, seperti Leon Caetani, Hubert Grimme atau Montgomery Watt 
menyepakati otentisitasntanya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang kapan 
 
22 Tim Republika, Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah, h.5. 








naskah ini dibuat dan ditanda tangani. Menurut Montgomery Watt, piagam 
tersebut sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari dua dokumen yang 
berbeda. Pertama, ini ditunjukkan oleh pengulangan pasalnya. Kedua, ini juga 
ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sebagian dokumen tambahan itu berasal dari 
tahun 627 M. 
Negara Madinah merupakan contoh kongkret tentang kerukunan hidup 
bernegara maupun hidup beragama. Piagam Madinah meminjam istilah demokrasi 
sebagai sebuah konsensus bersama antara berbagai golongan, baik ras, suku 
maupun agama, yang paling demokratis sepanjang sejarah. Piagam Madinah telah 
mewariskan kepada kita prinsip-prinsip yang tahan banting dalam menegakkan 
masyarakat plularistik yang harmonis. Terlebih bagi kepentingan konvergensi dan 
rekonstruksi social masyarakat agar mempunyai landasan moral-religius yang 
kokoh dan anggun (Maarif, 1996:154). 
Kebangkitan islam dan demkratisasi didunia muslim berlangsung dalam 
konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia, orang beramai-ramai 
menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi 
tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini. 
Hubungan antara demokratisasi dan kebangkitan islam sangatlah kompleks 
dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam dinamika politik kaum 
muslimin dewasa ini. Dalam pengertian yang lebih umum, kedua proses ini 








Berbagai cara yang digunakan untuk mengukuhkan kembali Islam dan 
demokratisasi politik dapat dilihat diseluruh dunia Islam.24 
Dikalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi 
permasalahan syura dan demokrasi. Sebagaian ada yang memandang syura dan 
demokrasi adalah dua hal yang identik; sebagian lain memandangnyasebagai dua 
konsep berlawanan; sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya 
mempunyai persamaan yang erat, disamping terdapat juga perbedaan. 
3. Budaya Demokrasi dalam Proses Pilkada 
 
Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, maka mulai bulan Juni 2005 telah 
diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat 
menentukan pemimpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Indonesia 
pertama kali melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh 
banyak partai ataupun perseorangan. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat. 
Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala Daerah yang tersebar dalam 
setiap provinsi, di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah mereka 
secara langsung. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum daerah masing-masing. Tugas yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pemilihan ini sangat berat, seperti mengatur pelaksanaan pilkada 
agar berlangsung dengan sedemokratis mungkin. 
Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan kalah, 
seringkali pihak yang kalah tidak menerima kekalahannya dengan lapang dada. 
 









Belajar dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa sistem demokrasi 
yang selama ini diagung-agungkan belum sepenuhnya menjadi budaya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan 
yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti 
penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging 
diantara warga negara, sehingga seluruh kehidupannya diwarnai dengan nilai-nilai 
demokrasi.25 
Memahami suatu sistem nilai, seperti nilai-nilai demokrasi memerlukan 
pembelajaran yang simultan serta pembelajaran yang bersumber dari pengalaman 
negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi yang lebih baik dari 
kita. Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri. 
B. Pilkada Serentak dan Urgensimya 
 
Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak merupakan 
suatu proses pemilihan dalam rangka memilih pemimpin daerah den 
pemenangnya diukur berdasarkan suara terbanyak yang akan menduduki jabatan 
sebagai pemimpin eksekutif dari suatu daerah tertentu dan dilakukan secara 
serentak. Pilkada serentak ini diadakan dalam rangka menciptakan suatu negara 
yang berkultur demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara 
hati nurani rakyatnya. 
Pilkada langsung merupakan salah satu media bagi rakyat untuk dapat 













daerah dalam satu periode tertentu.26 Disamping itu tujuan lain penyelenggaraan 
pilkada langsung adalah agar proses demokratisasi di tingkat daerah bisa berjalan 
dengan baik, dan dinasti kekukasaan yang diciptakan oleh para elite berdasar atas 
kedaulatan rakyat. Suatu pemerintahan yang baik bersumber dari hasil 
pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Disamping itu, pemimpin yang merupakan 
produk dari hasil pilkada langsung diharapkan untuk bisa menghasilkan kondisi 
sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik untuk masyarakatnya. Pilkada yang 
diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak 
nyata terhadap kehidupan di daerah tersebut.27 Dalam pelaksanaan pilkada sendiri, 
diterapkan asas-asas yang diharapkan mampu menjadi sebuah dasar dalam 
pelaksanaan pilkada yang berintegritas. Asas sendiri dalam pengertiannya 
merupakan titik tolak berfikir tentang sesuatu.28 Asas-asas dalam pilkada serentak 
juga sebenarnya digunakan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu asas langsung 
“Rechtstreekse/Direct”, umum “Algemene/General”, bebas “Vrije/Independent”, 
rahasia “Vertrouwelijk/Secret”, jujur “Eerlijk/Honest”, dan adil 
“Rechtvaardig/Fair”.29 
Pelaksanaan pilkada ini yang juga dianggap sebagai sebuah proyek 
nasional diselenggarakan secara berangsur dibuat keserentakan pilkada atas 
daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berdekatan. Priode 
keserentakan adalah 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 dan 2027 serentak 
26 Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
(Tanggerang Selatan: Indocamp) h.10. 
27 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Jogjakarta: 
Liberty, 1989), hlm.76. 
28 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group,2018), h.25. 








secara nasional atas seluruh daerah di Indonesia. Setelah tahun 2027 maka pilkada 
selanjutnya akan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 
1. Dinamika Pilkada Serentak 
 
Indonesia merupakan negara demokrasi-konstitusional. Dalam paradigma 
itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibingkai dalam kerangka konstitusi. 
Konstitusi menjadi pemandu bagaimana demokrasi diinstrumentkan. 
Pada pemilihan presiden/wakil presiden, kedaulatan rakyat ditetapkan 
dalam konstitusi dengan batasan relative jelas: dicalonkan oleh entitas partai 
politik, melalui pemilu dalam sistem 2 putaran, berasal dari Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah mendapat kewarganegaraan lain, tidak pernah 
menghianati negara, sehat rohani dan jasmani, memegang jabatan selama 5 tahun, 
dan hanya boleh dipilih 2 kali masa jabatannya. Hal ini berbeda dengan pemilihan 
kepala daerah. Konstitusi tidak secara eksplisit menyebut instrumentasi demokrasi 
untuk memilih kepala daerah. Konstitusi hanya menyebut bahwa kepala daerah 
“dipilih secara demokratis”. Instrument demokrasi untuk memilih kepala daerah 
kemudian menjadi “open policy” dari pembuat undang-undang dan tafsir 
Mahkamah Konstitusi. 
Model pemilihan kepala daerah sendiri berkembang secara evolutif. Sigit 
Pamungkas selaku Komisioner KPU Republik Indonesia periode 2012-2017 
mengatakan bahwa “Model pemilihan yang pernah dipraktekkan di Indonesia 
diantaranya adalah; a) pengusulan beberapa nama calon oleh DPRD kemudian 









Sumber reikrutmen kepala daerah juga berkembang. Sampai dengan tahun 
2008, kepala daerah harus diusulkan partai politik. Namun setelah tahun tersebut 
melalui putusan MK, pencalonan melalui jalur independen (perseorangan) 
diperkenankan yang kemudian mendobrak monopoli partai dalam reikruitment 
kepala daerah. Pencalonan melalui jalur independen dipandang sama 
konstitusionalnya dengan pencalonan melalui partai politik. Perseorangan yang 
ingin maju sebagai kepala daerah cukup memperoleh jumlah dukungan dari 
pemilih sebagai syarat pencalonan. 
Sebagai sebuah model pemilihan, terjadi pula pergeseran penepatan rezim 
pilkada, apakah menjadi bagian dari rezim pemilu atau rezim otonomi daerah. 
Periode 2004-2006 menempetkan pilkada sebagai rezim otonomi daerah, periode 
2007-2013 adalah sebagai rezim pemilu dan 2014-sekarang sebagai rezim 
otonomi daerah.30 Dalam realitasnya, pereziman tersebut tidak bersifat distingtif. 
Rellitasnya pilkada dilaksanakan dalam rezim ganda. Pembiayaan pilkada yang 
bersumber dari APBD menjadi penanda penting pilkada sebagai rezim otonomi 
daerah. Sementara itu pelaksanaan pilkada oleh KPU adalah penanda lain yang 
menunjukkan pilkada adalah rezim pemilu. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan 
pilkada dilaksanakan rezim ganda yang ‘ambigu’. 
Terkait dengan rezim penyelenggaraan pilkada ini, lebih kompleks lagi 
apabila dikaitkan dengan pemilihan pada entitas otonomi daerah yang lain, yaitu 
DPRD. Dalam konstitusi disebutkan bahwa pemilu salah satunya untuk memilih 
anggota DPRD dan dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
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nasional, tetap, dan mandiri. Menunjuk pada ketentuan ini, pemilihan anggita 
DPRD adalah menjadi bagian dari rezim pemilu. Dengan demikian yang 
berlangsung adalah kepala daerah dipilih dalam rezim otonomi daerah sedangkan 
DPRD dalam rezim pemilu. 
Terlepas dari diskursus, kualitas penyelenggaraan pilkada terus diperbaiki. 
Terdapat beberapa persoalan abadi yang terus menggelayut dan berusaha 
diselesaikan, yaitu: 1). penyederhanaan pilkada dan mengintegrasikannya dengan 
strategi pembangunan yang efektif, 2). Integritas proses penyelenggaraan, 3). 
Independensi dan profesionalitas penyelenggara, 4). Pragmatism pemilih. 
Pada tahun 2015, pilkada serentak secara geografis membentang dari 
Sabang sampai Merauke. Sebanyak 269 daerah, termasuk provinsi, kabupaten, 
dan kota terlibat dalam perhelatan suksesi politik local. Pulau yang paling banyak 
menyelenggarakan pilkada serentak 2015 adalah Sumatera sebanyak 513 daerah 
urutan kedua di pulau Jawa 278, urutan ketiga di pulau Sulawesi, dan pulau yang 
paling sedikit menyelenggarakan pilkada adalah pulau Maluku dengan jumlah 46 
daerah.31 Selain sebaran wilayah, patut juga dicatat bahwa pilkada serentak ini 
diharapkan bisa menjadi momentum untuk menyingkirkan pemimpin korup dan 
pemimpin tidak jujur. 
Sepanjang perhelatannya pada putaran pertama, ditemukan begitu banyak 
drama yang menguras tenaga KPU/D, Depdagri dan pengurus partai politik adalah 













kali tahapan perpanjangan pendaftaran. Hal ini dilakukan agar terjaring pasangan 
calon baru sehingga pilkada bisa berjalan dengan baik. 
Pada pilkada sebelumnya, tidak mengenal adanya calon tunggal. Namun, 
pada pilkada serentak ini diperbolehkan untuk ikut dalam pilkada. Alasannya 
adalah pertama, pasca putusan MK yang memutuskan pilkada tetap digelar 
sekalipun pasangan calon yang terdaftar hanya satu. 32 Partai yang hendak 
bersiasat menggembosi petahana atau calon kuat tidak bisa lagi digunakan dalam 
menunda aataupun menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak. Kedua, putusan 
MK tentang calon tunggal dalam pilkada menyelesaikan sebagian persoalan yang 
tengah melilit pelaksanaan demokrasi local. Salah satu alasan MK perihal 
meloloskan calon tunggal tersebut adalah dalam rangka menegakkan hak rakyat 
untuk dipilih dan memilih yang merupakan bagian dari perlindungan hak politik 
warga negara. Hal ini diatur dalam konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik. Ketiga, atas nama pembelaan HAM dan menjunjung hak politik 
warga negara, maka pada pilkada serentak tahap satu ini mengakomodir calon 
pasangan tunggal. 
Dalam pilkada serentak tahap pertama ini, petahan atau incumbent masih 
hadir dalam perebutan kekuasaan politik. Bagi Petahana bertarung dalam 
mempertahankan kekuasaan politik yang dimiliki merupakan suatu keharusan. 
Figure petahana dalam pilkada juga dinilai masih memiliki popularitas dan masih 
layak untuk dijual dalam pasar politik. Walaupun demikian, ada juga beberapa 
pendapat yang menyatakan bahwa peluang keterpilihan petahana dalam pilkada 
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disebabkan berbagai macam faktor. Pertama, menggunakan sarana dan agenda 
kerja birokrasi untuk menggalang dukungan melalui kampanye dini, baik 
terselubung maupun terang-terangan. Kedua, kebijakan petahan dalam 
memberikan tunjangan kepada PNS dan honorer. Ketiga, menjelang pilkada 
dilakukan pemberian bantuan oprasional untuk masing-masing kelurahan. 
Keempat, mengadakan pertemuan antara petahan dengan camat, lurah, dan kepala 
desa melalui rapat pelaksanaan pemerintahan. Kelima, sebagai orang orang nomor 
satu yang paling diekspose media massa terkait aktivitas politik, pembangunan, 
dan kemasyarakatan, para kepala daerah lama pada umumnya menjadi tokoh 
paling popular di daerahnya.33 Popularitas adalah modal penting dalam pilkada 
langsung oleh masyarakat. 
2. Urgensi Pilkada Serentak 
 
Sebelum Tahun 2015, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia 
dilakukan dengan tidak terjadwal dan berbeda-beda tiap daerah, hal tersebut jelas 
menciptakan masalah yang besar bagi daerah maupun di tingkat pusat, salah 
satunya adalah perencanaan pembangunan yang tidak berkelanjutan di tingkat 
nasional dan regional. Conyers dan Hills (1994) mengatakan bahwa 
“perencananaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang 
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif 
penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang 
akan datang”. Jelas, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Conyer dan 
Hills tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka medapatkan suatu 
 








hasil yang maksimal dibutuhkan sebuah proses perencanaan pengambilan 
kebijakan yang berkelanjutan. Dalam sistem desentralisasi seperti saat ini, 
pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat konsep pembangunan sesuai 
dengan kondisi masing-masing daerah otonom, hal tersebut sejalan dengann 
rencana konsep pembangunan bangsa Indonesia. 
Pilkada tidak terlepas dari hakikat otonomi daerah dalam mewujudkan 
desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan meelibatkan 
masyarakat melalui pendekatan dalam pemilihan kepala daerah, guna mengatur 
dan mengurus urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah secara 
bebas mandiri. 
Pada saat yang sama pilkada langsung perlu diadakan secara serentak 
sebab pilkada di Indonesia yang dilaksanakan terpisah-pisah menciptakan maslaah 
serius antara lain yaitu, banyakanya penyelenggara pemilihan telah menimbulkan 
kejenuhan masyarakat untuk berpasrtisipasi, kurangnya pelayanan public dan 
kesejahteraan masyarakat, munculnya budaya konflik kekerasan dan politik 
transaksional, dan tidak efisinnya penggunaan anggaran daerah dalam 
penyelenggaraan pilkada langsung.34 
Oleh karena itu, khususnya untuk mengatasi permasalahan terjadinya 
ketidakefisienan anggaran baik pemerintah, partai politik dan masyarakat maka 
pilkada serentak merupakan alternative solusi yang diterapkan. Ketidak efisienan 
anggaran setidaknya terlihat pada beban belanja peralatan, honor petugas 
34 Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 








pemilihan dan pengamanan yang harus ditanggung setiap daerah yang 
melaksanakan pilkada secara sendiri-sendiri. Hal itu tentu saja memboroskan 
biaya pemerintah atau pemerintah daerah, bahkan juga biaya kandidat dan partai 
politik. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan pilkada serentak membutuhkan 
ketersedian dana atau anggaran. Kelancaran dan ketersediaan dana penyelenggara 
pilkada serentak ditentukan oleh dukungan dana atau anggaran yang tersedia. 
Dalam rangka menyelenggarakan sebuah pemilihan kepala daerah yang 
efisien. Seluruh anggaran negara yang digunakan dalam pemilihan seyogyanya 
harus berdasarkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat 
dengan mempergunakan anggaran yang sewajarnya. Besarnya ongkos politik 
pemilihan kepala daerah secara langsung akan berkorelasi positif dengan 
maraknya kasusu kosupsi yang terjadi dengan kepala daerah. Artinya semakin 
banyak ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan kepala daerah maka 
semakin besar pula peluang akan terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Salah satu 
alasan kuat dari hipotesa ini adalah ongkos politik yang dikeluarkan merupakan 
investasi yang tentunya diharapkan pengembaliannya dikemudian hari.35 Waktu 
yang tepat untuk mengembalikan investasi tersebut adalah pada saat yang 
bersangkutan terpilih dan menjabat kepala daerah. Upaya untuk pengembalian 
“investasi” inilah yang membuka kran untuk terjadinya korupsi. Walaupun tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya secara mutlak, diyakini bahwa salah satu 
penyebab maraknya korupsi oleh kepala daerah disebabkan karena adanya 
keharusan mengembalikan ongkos politik. Hasil korupsi tersebut sebagaian 
35 Rahmat Hollyson dan Sri Sundari, Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna (Cet.I; 








digunakan untuk mengembalikan “uang” yang telah dikeluarkan baik oleh 
pendukung ataupun pasangan calon kepala daerah. Beberapa hal yang yang 
didapatkan untuk melakukan efesiensi penyelenggaraan negara sehingga dapat 
mengurangi beban anggaran Negara/daerah dan mengurangi ongkos politik salah 
satunya adalah melaksanakan pilkada secara serentak. 
Dalam rangka untuk meminimalisasikan biaya penyelenggarakan 
pemilihan kepala daerah, maka pemerintah menetapkan penyelenggaraan 
pemilihan secara serentak. Dimana pemilihan gubernur/wakil gubernur 
dilaksanakan secara bersaman dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan 
walikota/wakil walikota. Pemilihan kepala daerah secara serentak ini dengan 
sendirinya akan mampu meningkatkan efesiensi terhadap penggunaan anggaran 
Negara dengan ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan kepala daerah 
dalam pemilihan. 
Pemilihan serentak ini tentu dengan sendirinya akan berdampak terhadap 
penghematan anggaran untuk penyelenggaraan kepala daerah secara keseluruhan. 
Hal-hal yang dihemat terutama untuk biaya yang terkait terhadap kedua tahapan 
pemilihan yakni tahap persiapan dan tahap pemilihan. Dengan pemilihan serentak 
praktis hanya ada satu (1) kali TPS pada setiap pemilihan 
gubernur/bupati/walikota, dengan catatan, seliuruh pemilihan gubernur/wakil 
gubernur sudah dapat dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan bupati/wakil 
bupati dan walikota/wakil walikota. 
Pada tataran implementasi guna melahirkan keputusan public yang ideal 








penyusunan terkait pendanaan berlandaskan kepada analisis manfaat dan biaya. 
Meskipun demikian mengingat bahwa kegiatan pemerintahan yang arasnya lebih 
mementingkan aspek keadilan social dapat dipahami bahwa pemegang kekuasaan 
eksekutif tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi tetapi adakalanya 
dengan memperetimbangkan faktor-faktor lain misalnya suatu program yang 
efisien mungkin tidak akan dilaksanakan karena menimbulkan ketimpangan 
distribusi pendapatan yang semakin lebar.36 
Sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada serentak pendanaan atau 
pembiayaan akan muncul paling tidak ada 11 komponen, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Brian Wilson dan David David Atkinson consulting dalam 
dokumennya berjudul “The National Association of Local Council (NALC)”. 
Kesebelah komponen tersebut akan dibutuhkan dalam menyelenggarakan local 
election atau pilkada. Mulai dari honor yang harus dikeluarkan sampai kepada 
pembayaran honor perhitungan suara atau dikenal sebagai KPPS hingga peralatan 
yang dibutuhkan panitia pemungutan suara tersebut. Lebih lanjut dalam 
mengurangi beban biaya tersebut menurut Wilson dibanyak negara pembiayaan 
local election dibiayai oleh pemerintah nasional. 
Berkaitan dengan itu dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang diatur 
menurut undang-undang nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa dana 
penyelenggaraan pilkada serentak ditanggung APBD. 37 Untuk itu pemerintah 
membuat dokumen dalam pembiayaan dan pendanaan melalui keputusan 
 
36 Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
(Tanggerang Selatan: Indocamp, 2018), h.18. 









pemerintah dalam alokasi kebutuhan pendaanaan atau pembiayaan 
penyelenggaraan pilkada serentak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Walikota. Substansi dari peraturan tersebut adalah menyangkut standar 
kebutuhan pendanaan. Standar kebutuhan pendanaan tersebut berupa wujud 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada serentak. Yang 
dimaksud dengan penyelenggara pilkada serentak dalam peraturan tersebut adalah 
KPU dan Bawaslu.38 Sedangkan wujud dukungan pembiayaan yang diatur dalam 
bentuk jenis penyediaan anggaran yaitu utntuk honorium dan pengadaan barang 
dan jasa. Sedangkan mengenai besaran biaya yang dikeluarkan ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada 
serentak. Dengan kata lain jenis kegiatan dan komponen pembiayaan telah diatur 
dengan permendagri sementara satuan harga dan besaran kegiatan dalam satu  
jenis kegiatan diatur melalui kebijakan daerah masing-masing. 
Dalam hal Oligarki kekuasaan didaerah, dengan melaksanakan pemilu 
secara serentak, merupakan solusi yang aplikatif dapat mencegah terjadi politik 
dinasti. Apalagi memang dalam sistem pemerintahan presidensil dapat 
diaplikasikan pemilu serentak. Yang mana eksekutif dan legislatif dipilih secara 
langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, pilihan 
eksekutif ditentukan oleh pilihan legislatif yang menjadi pemenang pemilu dan 
menguasai mayoritas kursi parlemen. Dengan melakukan desain ulang terhadap 
38 Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 








waktu penyelenggaraan pemilu dapat dipetik beberapa keuntungan yang utamanya 
adalah menselaraskan gerak pembangunan dari pusat ke daerah.39 
C. Menurut Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis. Dalam rangka kepatuhan menjalankan perintah UUD 
serta sebuah bentuk penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilu dari 
sebelum-sebelumnya, maka pemerintah menetapkan Undang – undang Nomor 10 
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
serta Walikot dan Wakil Walikota.40 
 
Rangkaian Undang-Undang Pilkada ini berasal dari hak inisiatif 
pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelum 
menyusun UU Pilkada tersebut, atau sewaktu masih dalam bentuk RUU, Dirjen 
Otda Kemendagri (baca: pemerintah), melakukan serangkaian kajian, evaluasi dan 




39Rosmawaty Sidauruk, Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, h.12. 









penyempurnaan pelaksanaan pilkada dalam Undang-Undang tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Penyelenggara Pemilihan 
 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa 
Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa 
pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi 
pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22 E tidak berwenang 
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk mengatasi 
masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak 
mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, 
maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan 
pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan 
penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, 
mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
 
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 
 
 
Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan setiap 5 tahun 








tahapan uji publik. Semua bakal calon kepala daerah wajib mengikuti uji public. 
Pelaksanaan uji publik digelar selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran 
bakal calon. Tahapan uji public adalah tahapan kedua setelah pendaftaran bakal 
calon. 
KPU akan membentuk satu panel yang bersifat mandiri beranggotakan 5 
(lima) orang. Terdiri dari dua orang akademisi, dua orang tokoh masyarakat dan 
satu orang komisioner KPU setempat. Langkah ini digunakan agar masyarakat 
dapat memantau kompetensi, integritas dan rekam jejak calon kepala daerah. 
Singkatnya tahap ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi dan harapan 
masyarakat atas calon kepala daerah.41 
3. Pasangan Calon 
 
Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. 
Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti 
mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket. 
4. Persyaratan Calon Perseorangan 
 
Penambahan syarat dukungan untuk calon kepala daerah yang maju lewat 
jalur independent atau perseorangan dimaksudkan agar kandidat yang maju 
melalui jalur perseorangan tersebut benar-benar menggambarkan dan mewakili 
dukungan nyata dari masyarakat sebagai ketentuan untuk maju ke kontestasi 
pemilihan. 
 
41 Hendra Budiman, Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu (Yogyakarta: Medpress 











5. Penetapan Calon Terpilih 
 
Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan 
Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu 
diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, 
namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. 
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon 
yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 
6. Persyaratan Calon 
 
Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan 
agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 
serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan 
kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. 
7. Pemungutan Suara Secara Serentak 
 
Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak 
secara nasional yang diatur di dalam Undang-Undang yang sebelumnya perlu 
disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang 
sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini 
memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut  
dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu 








pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019.42 
8. Pembatalan Calon 
 
Dalam hal ini, pembatalan suatu calon dapat dilakukan apabila calon 
tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan 
calon. Adapun syarat-syarat umum pendaftaran pasangan calon dalam pilkada 
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 
Dibatalkannya pencalonan salah satu calon juga diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2017 dijelaskan bahwa: 
 
“Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, 




42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 









calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam 
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.” 
Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) tersebut di atas, maka yang bersangkutan 
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pencalonannya dapat dibatalkan.43 
D. Peradilan Tata Usaha Negara 
 
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara 
 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan dibawah 
Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 44 Didalam Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009, tata usaha negara (TUN) didefinisikan sebagai 
administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Rumusan keputusan Tata Usaha 
Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, 
haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
- Penetapan tertulis 
 
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
 
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara 
 






43 Pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pencalonan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 










- Final, dan 
 
- Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.45 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan yang 
menyebutkan : “sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan 
atau pejabat tata usaha Negara, bak di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”46 Menurut Toerbechke 
berkaitan dengan masalah kompetensi peradilan tata usaha Negara, bilamana 
pokok sengketa (fundamentum petendi) terletak dilapangan hukum public yang 
berwenang memutuskanya adalah hakim administrasi. Ada beberapa ciri-ciri yang 
melekat pada peradilan adminstrasi, yaitu: 
1. Yang memutus adalah hakim 
 
2. Penelitian terbatas pada “ rechtmatigheid” keputusan adminstrasi 
 
3. Hanya dapat meniadakan keputusan admintrasi,atau bila perlu memberikan 
hukuman berupa uang (ganti rugi) tetapi tidak memuat putusan lain yang 
menggantikan keputusan adminstrasi yang pertama 
4. Terikat pada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya 





45 Yuslim,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,h.47. 
46 Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atmajaya, 








5. Badan yang memutus itu tidak tergantung atau bebas dari badan-badan lain 
apapun juga. 
2. Sengketa Administratif dalam Pilkada di Peradilan TUN 
 
Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang 
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau 
pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sebagai 
akibat dikeluarkanya dikeluarkanya keputusan tata usaha negara. Termasuk 
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku.47 
Sengketa pemilu sering tercantum dalam berbagai literatur tentang 
kepemiluan serta dalam produk perundang-undangan. Pada tahun 2010, 
mahkamah konstitusi menjadi tuan rumah Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah 
Konstitusi se-Asia. Dalam konstitusi itu juga muncul sharing tentang pengamalan 
negara-negara Asia dalam mengatur tentang Sengketa Pemilu serta 
penanganannya. 48 Eksistensi tenggang waktu dalam sebuah gugatan termasuk 
dalam gugatan di Peratun menjadi penting untuk mendapatkan kepastian hukum 
terhadap proses beracara, batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau 
badan hukum perdata untuk memperjuangkan hanya dengan cara mengajukan 
gugatan melalui peradilan tata usaha negara. 
Berdasar dari hal apapun itu, dalam kasus dualisme dukungan partai 
politik, maka yang dirugikan adalah pasangan calon yang akan didukung itu 
sendiri, sebab pada faktanya yang mengajukan gugatan ke PTUN juga pada 
 
47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
48 Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Pemilukada, Rangkang 








merupakan pasangan calon yang akhirnya ditolak KPU. Dualisme dukungan ini 
sering berakibat pada presentase dukungan pada calon tertentu yang pada awalnya 
tercukupi menjadi berkurang karena salah satu dukungan diskualisasi oleh KPU. 
Larangan dualisme dukungan tertuang dalam PKPU No 9 tahun 2012. Pasal 66. 
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan 
kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon 
b. Dalam hal Partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan 
kepada lebih dari satu pasangan calon,KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota 
hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpianan partai 
politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagai 
mana yang dimaksud dalam pasal 64 
c. Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah 
sebagaimana dimaksud pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu. 
Singkronisasi perundang-undangan juga terkait dengan kewenangan 
peratun dalam menguji sengketa administrasi yang muncul dalam pemilukada. 
Meskipun pada kenyataanya SK Penetapan Pasangan calon yang diterbitkan oleh 
KPUD digugat oleh kandidat atau pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya 
SK tersebut ke peratun. Maka tindakan hukum tersebut berdasarkan prinsip lex 
generalis semata. Hal tersebut mengingat SK yang dikeluarkan KPUD merupakan 
surat ketetapan (Beshiking) yang dapat digugat diperatun sebagaimana diatur 
dalam pasal 1 angka 9 undang-undang peradilan tata usaha Negara nomor 51 








“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi 
tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final,  
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata”. 
Konsekuensi dari penerapan lex generalis dalam penyelesaian sengketa 
pemilukada. Adapun pelanggaran (sengketa) yang bersifat administratif yang 
bukan mengenai hasil pemilukada menjadi kewenangan peratun berdasarkan 
ketentuan pasal 53 ayat (1) jo pasal 2 huruf (g) undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang peradilan tata usaha Negara, jo surat edaran ahkamah agung RI 






Dalam sebuah penelitian, terdapat metode atau metodologi yang digunakan 
untuk menemukan permasalahan secara spesifik dalam objek penelitian. 
Metodologi dalam hal ini merupakan suatu panduan yang digunakan oleh seorang 
atau sekelompok peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik 
itu berupa bentuk, alat, tugas, beserta teknik. Penelitian sendiri atau “research” 
dalam pengertiannya secara terminology, merupakan sebuah rangkaian usaha atau 
kegiatan yang termasuk dalam bentuk kegiatan ilmiah untuk menemukan sebuah 
makna dan dilakukan secara berulang-ulang, sistematis dan konsisten.49 
Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuannya, dasar 
kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar 
metode yang digunakan. Yulius Slamet dalam bukunya yang berjudul Metode 
Penelitian Sosial berkata “Jenis-jenis penelitian ditinjau dari tujuannya terbagi 
atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris”50 













49 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Deepublish, 2018), h.27. 












Skripsi ini tergolong kedalam jenis penelitian Kualitatif, yang dimana 
penelitian dalam jenis ini merupakan bentuk penelitian yang bersifat “Field 
Research/Penelitian Lapangan”. 
Lokasi Penelitian yang menjadi tempat penulis untuk mendapatkan data 
yang sesuai dan relevan untuk objek penelitian skripsi ini bertempat di PTTUN 
Makassar. Penulis dalam memilih lokasi penelitian di PTTUN Makassar 
menganggap bahwa, berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat dalam 
penyusunan karya tulis ilmiah ini terdapat kesesuaian antara lokasi penelitian 
dengan judul skripsi. 
B. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus 
“case approval” yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 
kasus sendiri mengkaji dasar-dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan 
oleh hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang berketetapan hukum tetap. 
Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan PTTUN Makassar 
yang membatalkan pencalonan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada 
kontestasi PILKADA 2018. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan 
untuk mengetahui tentang bagaiman implikasi putusan hakim PTTUN Makassar 
setelah memiliki kekuatan hukum tetap. 
C. Sumber Data 
 









1. Data Primer 
 
Dalam penelitian lapangan, sumber-sumber data yang termasuk dalam sumber 
data primer bisa berupa rekaman suara atau video, pengamatan, wawancara, 
dan bahan tertulis.51 
2. Data Sekunder 
 
Data sekunder merupakan data yang didapatkan setelah memperoleh data 
primer. Adapun definisi dari data sekunder menurut Jonaedi Efendi “data yang 
terdiri dari berbagai buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang 
berpengaruh de heersende leer, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, 
kasus-kasus hukum yang berupa putusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil- 
hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.” 
D. Metode Pengumpulan Data 
 
.Penelitian ini menganalisa secara Yuridis terhadap putusan hakim di 
PTTUN Makassar yang membatalkan salah satu pasangan calon Walikota dan 
Walikota Makassar yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Kota 




Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara seksama terhadap 
fenomena-fenomena dari objek penelitian, sehingga penulis bisa 
 
 
51 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 












Pada penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara untuk 
mengumpulkan data. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti 
didapatkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 
yaitu para hakim di PTTUN Makassar yang menangani perkara surat 




Metode dokumentasi merupakan sebuah proses pencarian dengan maksud 
untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan bisa berupa buku-buku 
ataupun catatan serta gambar dan sebagainya.52 Cara ini digunakan pada 
saat penelusuran terhadap informasi yang dibutuhkan dan mempunyai 
relevansi dengan maksud dan tujuan penelitian. 
E. Instrument Penelitian 
 
Alat pengumpul data “instrument” merupakan salah satu faktor yang 
sangat berpengaruh terhadap menentukan kualitas suatu data, yang juga segaris 
lurus dengan kualitas penelitian yang dimiliki. Oleh sebab itu, untuk mencapai 
suatu data penelitian yang berkualitas, maka alat pengumpul datanya pun harus 
memenuhi syarat seperti, akurasi “accuracy” dan presisi “precision”.53 
 
 
52 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), h.164. 
53 Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, Metode Penelitian Sosial 








Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, skripsi ini menggunakan 
data-data yang didapat dari sumber data primer seperti putusan pengadilan dan 
Undang-Undang serta bahan data sekunder sebagai penunjang dalam menganalisa 
kasus. Wawasan tentang hukum yang memadai dan pengetahuan atau kajian- 
kajian tentang penyelesaian sengketa administrasi pilkada serta sengketa tata 
usaha negara menjadi instrument dalam penelitian ini. 
 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
1. Pengolahan data 
 
Data yang didapatkan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil 
Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, putusan 
hakim PTTUN Makassar serta tulisan-tulisan yang menyangkut penelitian ini 
selanjutnya penulis menganalisa demi mendapatkan preskrepsi mengenai apa 
yang sebenarnya substansial dari penelitian ini. 
2. Metode Analisis Data 
 
Penelitian ini bersifat “preskriptif-kualitatif” karena dalam skripsi ini, 
penulis menganalisa data yang berupa isu-isu hukum dengan memberikan 
argumentasi sebagaimana yang seharusnya dalam norma dan aturan hukum. 
Dengan menggunakan kebenaran koherensi, penelitian menitiberatkan 








referensi untuk ditelaah54. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang 
akan akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak 





















































HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Posisi Kasus 
 
Sebelum penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pembatalan pencalonan salah satu calon walikota dan wakil 
walikota Makassar pada Pilkada 2018, terlebih dahulu penulis akan menguraikan 
posisi kasusnya. Adapun uraian tersebut berdasarkan Putusan Nomor 
6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks sebagai berikut; 
1. Pihak-pihak yang berperkara dalam PTTUN 
 
a. Identitas Penggugat 
 
1. MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H., Warga Negara Indonesia, 
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Khairil 
Anwar Nomor 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawerigading, 
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. 
2. drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL, Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan Domba, Lr. 21 A, 
Nomor 6, RT 001 RW 007 Kelurahan Maricaya, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar. 


















KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, 
 
berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Nomor 2 A, Antang, 
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 
1. MARHUMAH MAJID, S.H.,; 
 
2. NURZAINAH PAGASSINGI, S.H.,; 
 
3. AWALUDDIN YASIR, S.H.,; 
 
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan 
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Marhumah Majid, S.H. dan 
Rekan, Tempat kedudukan Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan 
Sejahtera Permai H.17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, 
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 Nomor: 
254/P.KWK/PL.03.2-SU/7371/KPU-Kot/III/2018.Selanjutnya disebut 
sebagai Tergugat. 
2. Objek Gugatan 
 
Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang diajukan oleh 
Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 








Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 
12 Februari 2018. 
Berawal dari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 
yang menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira  
Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai salah Pasangan Calon Walikota dan 
Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 
Tahun 2018, yang kemudian penggugat berkeberatan atas Surat 
Keputusan tersebut, karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto merupakan 
Walikota Makassar atau Petahana dan telah menggunakan 
kewenangannya, program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar dalam 
rentang 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang 
menguntungkan dirinya dan merugikan Penggugat sebagaimana dilarang 
oleh ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat 
PKPU No.15 Tahun 2017. 
Berdasarkan pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 Ayat 
1 Perma No. 11 tahun 2016 yang berbunyi; “Pengajuan gugatan atas 
sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu 
Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”. Bahwa 
upaya  administratif  tersebut,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 
154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh penggugat 








Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ke panwaslu Kota 
Makassar dengan Nomor Register 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 dan 
telah di Putus oleh majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 26 
Februari 2018. Putusan dari Panwaslu tersebut menyatakan Penggugat 
tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kota Makassar, sehingga 
pada putusan tersebut Majelis Musyawarah menetapkan ”Menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan  Surat 
Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan Berita Acara Penetapan Nomor: 
167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 
2018 adalah sah dan mengikat”. 
3. Intisari Putusan 
 
Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2018 yang 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
dengan Register Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang telah 
diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 1 Maret 2018 dengan objek sengketa 
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 
35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 mengajukan gugatannya dengan 
dalil-dalil sebagai berikut: 
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk 








sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 Ayat 2 UU Nomor 10 
Tahun 2016 jo Pasal 93 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 15 Tahun 2017 ; 
2. Bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Ayat 
 
2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Penggugat dengan 
mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ke Panwaslu Kota Makassar dan 
telah di Putus pada tanggal 26 Februari 2018; 
3. Bahwa bersama dengan Penggugat, Tergugat juga telah menetapkan 
Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari 
Paramastuti Ilham sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar pada Tahun 2018 yang maju melalui jalur 
perseorangan; 
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat yang 
menetapkan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari 
Paramastuti Ilham sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar Tahun 2018, karena Ir. Mohammad Ramdhan 
Pomanto yang merupakan Walikota Makassar atau Petahana telah 
menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah Kota 
Makassar 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon oleh 
Tergugat yang menguntungkan dirinya atau merugikan Penggugat 








2016 jo Pasal 89 ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2017, yang selengkapnya 
berbunyi; 
Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016; 
 
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota 
atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program 
dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam 
kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan 
calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; 
Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017; 
 
(2)  Bakal calon selaku petahan dilarang menggunakan kewenangan, 
program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai 
dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih; 
5. Bahwa kewenangan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas 
adalah sebagai berikut: 
- Pembagian Hand Phone (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se 
 
Kota Makassar, atau 
 
- Pengangkatan Tenaga Kontrak Waktu Terbatas, atau 
 
- Penggunaan Tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik/2x+✓ 
 
Yang kesemuanya “digunakan” oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto 
dalam kapasitasnya sebagai Walikota Makassar atau Petahana dalam 








kepentingan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2018 yang menguntungkan dirinya dan merugikan Penggugat; 
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut, Para Penggugat 
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini 
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
 
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 
Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang 
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada pemilihan 
Walikota dan Wakil walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 
2018; 
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota 
dan Wakil Walikota Pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota 
Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang 
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikta 
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang 
memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddi, S.H. dan drg. A. rachmatika 
Dewi Yustitia Iqbal; 








Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 
dalil-dalil bantahan sebagai berikut: 
Eksepsi: 
 
1. Bahwa obyek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah 
Keputusan KPU Provinsi ata Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang 
penetapan pasangana calon, namun karena dasar pengajuan gugatan 
Penggugat adalah fakta-fakta yang baru merupakan dugaan pelanggaran 
menurut asumsi Penggugat, yang tidak pernah dilaporkan kepada 
Panwaslu Kota Makassar sebelum penetapan calon, dan dugaan 
pelanggaran tersebut belum ditetapkan oleh Panwaslu Kota Makassar 
sebagai obyek sengketa pemilihan atau bukan, sehingga Penggugat keliru 
mendudukkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 
35/P.KWK/HK/03/1-Kpt/7371/KPU-Kot/II2018 sebagai obyek sengketa 
dalam perkara a quo. 
2. Bahwa dalil yang disebut sebagai fakta pelanggaran oleh Penggugat,  
hanya merupakan dugaan pelanggaran menurut asumsi Penggugat yang 
dilakukan oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam kapasitasnya 
sebagai Walikota Makassar atau Petahana yang menguntungkan dirinya 
dan merugikan Penggugat. Dugaan pelanggaran tersebut, tidak menjadi 
syarat pencalonan dan tidak pernah dipersoalkan sebelum penetapan 
pasangan calon, baik melalui tanggapan masyarakat pada tahapan 
pencalonan, maupun dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar. Oleh 








dugaan pelanggaran apalagi belum diketahui pada saat penetapan  
pasangan calon. 
3. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa segala upaya 
administratif telah dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan 
Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar Tahun 2018 ke Panwaslu Kota Makassar dan telah di 
Putus pada tanggal 26 Februari 2018 adalah dalil yang tidak benar dan 
tidak berdasar hukum. 
4. Bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang  
diajukan oleh penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai objek sengketa 
pemilihan di Panwaslu Kota Makassar, sehingga tidak dapat diajukan 
berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No. 15 Tahun 2017, 
diamana terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif lainnya 
dengan melaporkan dugaan pelanggaran dalam jangka waktu 7 hari setelah 
diketahui dan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslu dalam 
jangka waktu 3 hari setelah ditetapkan sebagai objek sengketa pemilihan 
oleh Panwaslu Kota Makassar. 
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma No. 11 Tahun 2016, 
maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang 
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 
Dalam Pokok Perkara: 
 
1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali 








diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan 
hukum Tergugat. 
2. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pemilihan telah sesuai Undang- 
Undang Nomor 10 tahun 2016 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan terikat 
kode etik penyelenggara pemilu. 
3. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah 
melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, 
verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran 
pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat 
calon sampai penetapan pasangan calon, diawasi oleh Panwaslu Kota 
Makassar. 
4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, pasangan calon Ir. Mohammad 
Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham telah 
memenuhi syarat baik Persyaratan Pencalonan Perseorangan maupun 
Persyaratan Calon, kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota 
dan Wakil Walikota Makassar. Penetapan calon tersebut dihadiri oleh Tim 
dari masing-masing pasangan calon, dan tidak ada yang mengajukan 
keberatan. 
5. Bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak 
dapat serta merta dilakukan oleh Tergugat hanya berdasarkan dugaan 
pelanggaran saja oleh pasangan calon lainnya, akan tetapi dugaan 
pelanggaran tersebut harus dilaporkan dan diproses sesuai prosedur 








6. Bahwa untuk Pengangkatan Tenaga Kontrak adalah merupakan program 
yang sudah direncanakan tahun 2016. Pada proses musyawarah diperoleh 
fakta pula bahwa pembagian Smartphone dan pengangkatan tenaga 
kontrak tersebut telah melalui proses penganggaran dan disahkan dalam 
Perda No. 4 Tahun 2017. 
7. Bahwa tagline 2x+✓ (Dua Kali tambah Baik) bukan merupakan bagian 
dari program dan kegiatan, tetapi merupakan symbol penyemangat 
sebagaimana telah tertian pada RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019, 
yang menyatakan bahwa, makna tagline itu sebagai penyemangat seluruh 
element masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan Kota Makassar. 
Dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat, Majelis Hakim PTTUN 
Makassar yang mengadili perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, pada 
tanggal 16 Maret 2018, menetapkan putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
 
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 
Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang 
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 
2018; 
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1- 








dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menertibkan Keputusan tentang 
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. 
Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; 
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
 
319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).55 
 
B. Pertimbangan Hakim PTTUN Makassar Dalam Menetapkan Putusan Yang 
Membatalkan Pencalonan Salah Satu Calon Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar Pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks 
1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum 
 
Sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim 
PTTUN Makassar terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
Ad. 1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) selaku penggugat 
Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 153 jo Pasal 154 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 92 Peraturan KPU 






55 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor: 








“sengketa tata usaha Negara pemilihan merupakan sengketa antara 
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan 
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya Keputusan 
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pihak yang bersengketa dalam suatu 
sengketa tata usaha Negara pemilihan adalah Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota 
dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota” 
Menimbang, bahwa dengan demikian secara konsepsiona menurut 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Penggugat dalam sengketa tata 
usaha Negara pemilihan hanyalah pasangan calon yang telah ditetapkan 
oleh KPU sebagai peserta pemilihan; 
Menimbang, bahwa setelah mencermati rumusan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 maupun rumusan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 
Tahun 2017 sebagaimana yang diuraikan diatas ternyata secara 
konsepsional terdapat perbedaan mengenai pihak yang bersengketa 
(khususnya Penggugat), maka untuk kejelasan tentang siapa atau pihak 
mana yang boleh mengajukan sengketa tata usaha Negara pemilihan ke 
pengadilan dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut, agar 
dengan demikian perbedaan rumusan ketentuan tersebut tidak menjadi 









- Bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan 
adalah Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan 
peserta pemilihan; 
- Bahwa berdasarkan prinsip “point d’ interet point d’action” (ada 
kepentingan boleh mengajukan gugatan/berproses) pada dasarnya 
pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu 
keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan; 
- Bahwa atas dasar kepentingan yang dirugikan, pihak merasa 
kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan upaya 
administrative kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota 
tidak dibatasi hanya bagi calon yang ditetapkan sebagai peserta 
pemilihan, melainkan dimungkinkan juga bagi pihak yang namanya 
tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan; 
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) UU No. 10 Tahun 2016 batasan 
pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ditentukan 
berdasarkan setelah seluruh pengajuan upaya administratif kepada 
Bawaslu/Panwaslu dilakukan, oleh karena itu pihak yang tidak 
ditetapkan sebagai peserta pemilihan dimungkinkan juga untuk 
mengajukan gugatan ke pengadilan; 
 
Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan 
hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa 
Penggugat yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan 








Keputusan KPU Kota Makassar, dan terlebih dahulu telah melakukan 
upaya administratif kepada Panwaslu Kota Makassar, maka Pengadilan 
Tinggi berpendapat bahwa Penggugat dapat menempuh upaya 
perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan sengketa tata usaha 
negara pemilihan ini ke Pengadilan Tinggi, sehingga menurut hukum, 
Penggugat mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Hukum (Legal 
Standing) selaku Penggugat. 
 
Ad. 2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 
2016 jo Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 
tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan 
Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan pada 
intinya menentukan bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
dikeluarkannya putusan penyelesaian upaya administrasi oleh Bawaslu 
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1 = Bukti T-9, 
putusan upaya administrasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota 
Makassar Nomor Register: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, terbukti 
telah diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan pendaftaran 
gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 








dalam Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Makassar; 
 
Menimbang, bahwa oleh karenyan tenggang waktu pengajuan 
gugatan Penggugat tersebut belum melebihi tenggang waktu sebagaimana 
ditentukan dalam Perppu yang berlaku. 
 
Ad. 3. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara 
Pemilihan 
 
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 
2016 ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 
yang mengatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan 
diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 
(tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas 
Kabupaten/Kota. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bukti P-1= Bukti T-9, 
putusan Panwas Kota Makassar Nomor Register: 
001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, terbukti 
Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi dan gugatan 
tercatat dan terdaftar dalam Register Pendaftaran gugatan di Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Februari 2018. 
 
Dalam hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Tinggi 








Maret 2020, mengatakan bahwa dalam kasus ini, keputusan KPU yang 
dipersengketakan masih termasuk dalam keputusan pejabat tata usaha 
negara, karena keputusan tersebut masih seputar tentang tahap persiapan 
penyelenggaraan PILKADA, belum merupakan keputusan KPU tentang 
hasil pemilihan, sehingga masih menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.56 
Mengenai Pokok Perkara 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, 
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat 
yang diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-33, dan mengajukan saksi 
sebanya 6 (enam) orang bernama Junaedi Hasyim, Muhammad Taufiq 
Hidayatullah, S. Supratman, Askari Umar Tatta, S. Sos., M. Taufik 
Hidayat dan Andi Syaharuddin Yusuf, dan mengajukan Ahli bernama 
Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan Prof. DR. Abdul Razak, S.H., 
M.H., sedangkan Tergugat mengajukan foto copy surat-surat yang diberi 
tanda Bukti T-1 Hingga Bukti T-14 serta mengajukan Ahli yang bernama 
Prof. DR. Aminuddin Ilmar S.H., M.H., 
 
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (3) juga diatur dalam 
ketentuan Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang 
menyebutkan bahwa “Bakal Calon selaku petahan dilarang menggunakan 
kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan 
 
56 Syamsul Hadi, S.H, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, 








pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon 
sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 
maupun Bukti P-2, terbukti merupakan fakta hukum bahwa Pasangan 
Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ir. Mohammad Ramdhan 
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai calon 
Perseorangan dan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai petahana 
yang saat ini sedang menjabat Walikota Makassar. 
 
Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 
Tahun 2016 jo Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, 
menurut Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., bagi KPU atau 
Panwas (in casu KPU Kota Makassar atau Panwas Kota Makassar) 
merupakan norma yang bersifat aktif karena Lembaga tersebut memiliki 
kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan, sehingga keputusan 
penetapan pasangan calon petahana apabila terbukti melakukan 
pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, keputusan 
penetapan pasangan calon petahan tersebut dapat dikenai sanksi 
pembatalan sebagai calon oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 71 ayat (5) jo ketentuan Pasal 89 ayat (3). 
 
Menimbang, bahwa Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., 








dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 
 
89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, bertujuan 
untuk kesetaraan antara calon petahan dengan calon bukan petahana, 
sehingga mencegah petahan menggunakan kewenangan, program dan 
kegiatan dalam kegiatan pemilihan. 
 
Menimbang, bahwa pendapat yang dikemukakan Ahli Prof. DR. 
Abdul Razak, S.H., M.H., pada prinsipnya sejalan dengan pendapat Ahli 
Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mengenai ketentuan pasal 71 Ayat 
(3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PAsal 89 Ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dimana pada prinsipnya 
pendapatnya adalah apabila keputusan yang diterbitkan tidak terpenuhinya 
syarat wewenang, formil atau materil, maka Keputusan yang dikeluarkan 
KPU Kota Makassar tentang penetapan pasangan calon Petahana dapat 
dibatalkan. 
 
Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kaidah norma 
“dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan” dimaksud 
yang jelas ditujukan untuk calon petahan, tentunya menurut hukum (law 
enforcement) diantaranya dengan melakukan pendekatan pengawasan, 
sehingga kaidah norma tersebut mempunyai kepastian hukum manakala 
terjadi pelanggaran hukum, tidak hanya sebagai norma yang diam tanpa 








Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 sampai dengan Bukti P- 
15 merupakan fakta bahwa terkait pembagian Handphone untuk RT/RW 
sewilayah Kota Makassar yang dilakukan secara terbuka atau yang dapayt 
diketahui secara umum (notoire feiten) oleh masyarakat atau warga Kota 
Makassar baik melalui Media Cetak ataupun percakapan group, 
membuktikan penggunaan wewenang Calon Walikota Petahana dengan 
kewenangang yang ada padanya secara langsung atau tidak langsung 
merupakan semacam kegiatan yang sifatnya massal atau mobilisasi 
terhadap perangkat/organ pemerintahan maupun warga yang mengarah 
pada dukungan pemilihan, fakta ini rentang waktunya antara sekitar bulan 
Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017, yang waktunya berdekatan 
dengan waktu pendaftaran atau didaftarkan bakal Calon Walikota dan 
Wakil Walikota ke KPU Kota Makssar. 
 
Menimbang, bahwa fakta yang telah diketahui secara umum tersebut 
(notoire feiten), juga berdasarkan Bukti P-21 Keputusan Walikota 
Makassar Nomor 1551/028/Kep?XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 
pada “Diktum Memutuskan Angka Keempat dan Kelima” jelas fakta 
hukumnya nyata ditujukan kepada perangkat pemerintahan yakni Ketua 
RT/Ketua RW. 
 
Menimbang, bahwa dari fakta Bukti T-21 dihubungkan dengan Saksi 
Junaedi Hasyim yang memberikan kesaksian bahwa sebagai Ketua RT. 








mendapatkan Hand Phone pada tanggal 24 Desember 2017, dengan 
menandatangani Formulir Permintaan Ketua RT ke Pemerintah Kota pada 
bulan Nopember 2017 dengan tanda terima yang formulirnya diperoleh 
dari Ketua RW, dimana tanggal formulir tidak sama dengan tanggal saat 
menandatanganinya, serta Hand Phone tersebut yang diserahkan oleh 
Sekertaris Lurah Tamamaung, di Kantor Kelurahan. Demikan pula dengan 
Saksi Askari Umar Tatta, S. Sos., sebagai Ketua RW 1 Kelurahan Bara 
Barayya Selatan, Kecamatan Makassar, telah menerima Hand Phone pada 
tanggal 24 Desember 2017, dengan disediakan formulir tertulis tanggal 19 
Agustus 2017, tetapi saksi tandatangani pada tanggal 24 Desember 2017, 
dan atas perintah Ibu Lurah, Saksi telah mengumpulkan 24 lembar KTP 
dukungan untuk Dani Pomanto Calon Independen yang diserahkan di 
Kelurahan, maupun pernah diminta mengedarkan Formulir Dukungan 
pada bulan Nopember 2017 oleh Lurah Tamamaung. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Keputusan Walikota 
Makassar Nomor 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, 
dan Bukti P-6 Keputusan Walikota Makassar Nomor 
817/5505/BKPSDMD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017, mengenai 
pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas pda Dinas Pendidikan 
Kota Makassar, dikaitkan dengan Saksi Muhammad Taufiq Hidayatullah. 
S, memberikan kesaksian bahwa sebagai guru tenaga honorer di SMP 
Negeri 15 Makassar, pada tanggal 24 Desember 2017 secara simbolis oleh 








Tribun Lapangan Karebosi dalam sambutan Walikota Makassar (Ir. 
Mohammad Ramdhan Pomanto) mengatakan bahwa “dia lahir dari 
seorang guru dan merasakan bagaimana jasa seorang guru kontrak, 
kenapa tidak dari dulu menjadi Walikota, kemudian teman-taman yang 
lain berteriak Oppo Ki”, dan oleh coordinator Kecamatan Relawan 
Pendidikan (Muskarnain) pernah ikut mengantar pendaftaran pasangan 
calon ke KPU Makassar, serta Ibu Rina Koordinator Kecamatan pernah 
mengarahkan untuk mendukung pasangan calon Dani Pomanto dan Indira 
Mulyasari. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-30 berupa foto-foto 
pertemuan Jaringan Dani Pomanto (JDP) merupakan fakta hukum 
petunjuk bahwa keberadaan struktural ASN Pemerintahan Kota Makassar 
digunakan untuk kepentingan tertentu, fakta mana dirangkaikan dengan 
fakta kesaksian Mantan Ketua Umum Jaringan Dani Pomanto (JDP) yang 
bertemu Camat/Lurah, dimana Lurah ditugaskan mengumpulkan 40 orang 
untuk masuk menjadi Tim JDP, dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, 
Ketua RT dan RW setempat, dilarang dari unsur partai, serta Camat tidak 
masuk dalam JDP tetapi membantu mengkoordinasikan Lurah dalam 
mengumpulkan Foto Copy KTP. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam 
pertimbangan diatas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon 








mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 
2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan 
dimaksud sifatnya imperative yang harus diindahkan dan dilaksanakan 
oleh Penyelenggara Pemilihan. 
 
Menimbang, bahwa sebaliknya dari Bukti-bukti Tergugat  T-1 
sampai dengan T-14, terbukti Tergugat dalam melaksanakan 
kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan tidak terdapat fakta 
hukum yang mengarah pada adanya tindakan koordinasi, konsultasi 
kepada Panwas Kota Makassar, mengingat ketentuan “dilarang 
menggunakan kewenangan, program dan kegiatan” bukan merupakan 
bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana 
dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 
dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017, yang seharusnya Tergugat 
dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon 
Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari 
Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum 
harus bertindak cermat dan kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma 
yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan 
kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahan 








terbukti secara umum diketahui oleh warga Kota Makassar (notoire  
feiten). 
 
Menimbang, bahwa demikian pula Panwas Kota Makassar sebagai 
organ pengawas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak 
pernah melakukan tindakan hukum atau merekomendasikan kepada KPU 
Kota Makassar terhadap pelanggaran ketentuan “dilarang menggunakan 
kewenangan, program dan kegiatan” dari Calon Petahana yang merugikan 
kepentingan hukum Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan 
Wakil Walikota. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan 
hukum yang dikemukakan tersebut diatas, telah terdapat kecukupan fakta 
hukum bahwa Keputusan Tergugat in litis yang diterbitkan tanggal 12 
Februari 2018, Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 
tentang Penetepan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 atas 
nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti 
Ilham, secara substansial terbukti terdapat cacat hukum, oleh karenanya 
harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara yang memberikan kebebasan penilaian terhadap alat bukti, maka 








perlu dipertimbangkan lagi namun tetap dilampirkan dalam berkas 
perkara. 
 
2. Analisis Penulis 
 
Pada dasarnya, penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PTUN adalah untuk mendapatkan putusan. 
Sebelum menjatuhkan putusan, hakim melakukan penelitian dalam rangka 
menemukan hukum (rechtvinding).57 
Bagi hakim, dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah 
hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum (ius coria novit), tetapi 
mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang 
sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan 
hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang 
sebenarnya.58 
Di dalam lembaga kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan 
hakim harus bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang 
ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim 
adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 
moral (moral justice), dan keadilan social (social justice). Aspek yuridis 
merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang- 
 
57 Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, 
h.148 
58 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, PT. 








Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami 
yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai 
apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberi kepastian hukum 
jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan 
keadilan. Aspek filososfis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan 
keadilan, sedangkan aspek sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan 
nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai 
upaya penegakkan keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.59 
Pada prinsipnya ada 3 (tiga) alasan suatu keputusan TUN bisa dibatalkan 
atau dinyatakan tidak sah, yaitu; Cacat subyek, Cacat prosedur, Cacat substansi. 
Cacat subyek ini menyangkut apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, 
pejabat yang berwenanga atau tidak. Cacat prosedur apakah pengeluaran 
keputusan tata usaha negara tersebut telah memenuhi prosedur yang ditentukan 
dalam aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Cacat substansi yaitu 
apakah keputusan TUN yang dikeluarkan bertentangan atau tidak objek dan 
materi keputusannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
 
Terhadap perkara yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi 
ini, dalam aspek yuridisnya, Majelis Hakim dalam menetapkan putusannya yang 
membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 
 
59 Dinda Tri Haryati, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register 
Perkara Nomor: 46/G/2017/PTTUN-SRG, Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 








Tahun 2018, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 
juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 
 
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan 
objek sengketa yang meloloskan Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan 
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham ini tidak bertindak cermat dan 
bersikap hati-hati, karena Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Petahana 
yang berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum telah menggunakan 
kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon dirinya 
dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 bulan sebelum 
penetapan pasangan calon, sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017. 
 
Dalam keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat, yang bernama 
Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., bahwa ketentuan norma Pasal 71 Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU 
Nomor 15 Tahun 2017 tersebut bagi Tergugat merupakan norma yang bersifat 








penyelenggara pemilihan, sehingga Keputusan penetapan pasangan calon 
petahana apabila terbukti melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, 
program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon, maka keputusan penetapan pasangan calon petahana tersebut dapat dikenai 
sanksi pembatalan sebagai calon oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam 
ketentuan  Pasal  71  Ayat  (5)  juncto  ketentuan  Pasal  89  Ayat  (3),  serta secara 
filosfis  ketentuan  Pasal  71  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 
 
juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, 
bertujuan untuk kesetaraan antara calon petahan dan calon bukan petahana. Pada 
prinsipnya adalah apabila keputusan yang diterbitkan tidak terpenuhinya syarat 
wewenang, formil atau materil, maka Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota 
Makassar tentang tentang penetapan pasangan calon petahana dapat dibatalkan. 
 
Tergugat yang dalam hal ini adalah sebuah lembaga penyelenggara 
pemilihan ( in casu KPU Kota Makassar), sehingga berdasarkan kewenangannya 
harus melakukan penelitian, verifikasi, klarifikasi ataupun pengawasan dari aspek 
normatif juridis maupun dengan pendekatan aspek teoritis, sehingga dari sifat 
kewenangannya dari segi hukum “rechtmatigheidstoetsing” dan dari segi 
kemanfaatan “doelmatigheidstoeting” yaitu teknis administratif intern dalam 
pelaksanaan kewenangannya sendiri “built in control” selain bersifat legalitas  
juga segi penilaian kemanfaatannya. 
 
Sebaliknya, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, terbukti 








tidak terdapat fakta hukum yang mengarah pada adanya tindakan koordinasi, 
konsultasi kepada Panwas Kota Makassar, mengingat ketentuan “dilarang 
menggunakan kewenangan, program dan kegiatan” yang terdapat dalam Pasal 71 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) 
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, bukan merupakan bagian dari persyaratan 
calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 
3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 
2017, yang seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan 
Pasangan Calon Petahana ( Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira 
Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut 
hukum harus bertindak cermat dan penuh kehati-hatian karena fakta pelanggaran 
norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan 
kewenangan, program, dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan 
sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti 
secara umum diketahui. 
 
Berdasarkan seluruh uraian diatas, secara prosedural substansial penerbitan 
objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan/atau cacat hukum. Oleh karenanya, beralasan hukum apabila 
keputusan objek sengketa dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam 
Petitum nomor 2 patut dikabulkan. Begitu pula terhadap tuntutan Penggugat 
dalam petitum gugatannya yang ke-3 mengenai pencabutan objek sengketa, juga 








bagi Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa. Selain itu, karena 
Penggugat juga telah meminta permohonan penerbitan keputusan tentang 
penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota pada 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi 
syarat, maka tuntutan Penggugat dalam Petitumnya yang ke-4, juga patut 
dikabulkan. Oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk 
seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat sebagai pihak yang 
kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.60 Hakim dalam 
memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan hakim dalam 
memutus suatu perkara yang adil. Gugatan terhadap Tergugat dengan fakta-fakta 
hukum yang ada telah terbukti. 
 
C. Implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks 
 
Dalam Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 
menegaskan, bahwa hanya sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetaplah yang 
dapat dilaksanakan. 
 
Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa 






60 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor 








upaya hukum, akan tetapi para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan 
telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.61 
Dalam melaksanakan putusan Pengadilan dilingkungan peradilan Tata 
Usaha Negara, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 97 
ayat (8) UU Pengadilan TUN yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan 
dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang 
harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.62 Dengan demikian, 
putusan yang akan dilaksanakan hanya putusan yang mewajibkan Badan/Pejabat 
Tata Usaha untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan tersebut 
selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (9). 
 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks yang membatalkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan 
Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2018, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tersebut, 
serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000, 
selain itu pengadilan juga mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan 





61 Titik Triwulan T – Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum 
Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Cet-1; Kencana: Jakarta, 2011), h.613. 









Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi 
syarat, yaitu dalam hal ini adalah Penggugat. 
 
Pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 
6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh 
karena itu sesudah putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pada Tanggal 21 
Maret 2018 dan dihadiri oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan 
permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 26 Maret 
2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan- 
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Makassar. 
 
Pada intinya, didalam Memori Kasasi yang diajukan oleh 
Tergugat/Pemohon Kasasi, meminta agar: 
 
- Menerima Permohonan Pemohon Kasasi; 
 
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 
Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks, tanggal 21 Maret 2018; 
- Menyatakan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima atau 
Menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) seluruhnya; 
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam 
perkara ini. 
 
Setelah melalui proses persidangan, Mejelis Hakim di Mahkamah Agung 
menyatakan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 








undang, karenanya Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak 
yang kalah Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam 
tingkat Kasasi. 
 
Dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 250 
K/TUN/PILKADA/2018 yang tidak membatalkan Putusan Pngadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks, maka putusan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (in kracht). Oleh karena Tergugat sebagai pihak yang 
kalah dan Putusan PTTUN Makassar telah berkuatan hukum tetap, maka 
Tergugat dalam implikasinya harus dan telah melaksankan putusan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan mencabut Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03. 1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 yang bertanggal 12 Februari 2018, dan membayar 
biaya perkara di PTTUN, serta telah menerbitkan Keputusan Tentang Penatapan 
Pasangan Calon Peseta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat 








Berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian dan uraian pada bab 
sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa: 
1. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PTTUN Makassar 
dalam menetapkan putusan yang membatalkan keputusan KPU Kota 
Makassar tentang pencalonan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan 
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) sebagai salah satu calon 
Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Perkara Nomor: 
6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 Pasal 71 Ayat (3) juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 
89 Ayat (2). Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa 
keputusan KPU Kota Makassar tersebut telah bertentangan dengan 
ketentuan Perundang-udangan yang berlaku dan secara substansial 
terdapat cacat hukum, karena calon perseorangan petahana telah mengarah 
melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, 
yang dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” dalam ketentuan pasal 
yang dimaksud harus diindahkan dan dilaksanakan oleh KPU Kota 
Makassar sebagai penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, Majelis 












yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1- 
Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan gugatan Penggugat dikabulkan 
seluruhnya. 
2. Terhadap Implikasi Putusan PTTUN Makassar, setelah dibacakannya 
Putusan perkara Kasasi di MA, maka secara otomatis Putusan PTTUN 
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pihak tergugat 
kemudian mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang 
Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada PILKADA 2018 
yang hanya mengsahkan satu pasangan calon tunggal, yaitu Munafri 
Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. 
B. Saran 
 
Berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kepada pejabat KPU semestinya bertindak cermat dan lebih berhati- 
hati dalam menerbitkan atau mengeluarkan suatu keputusan. Hal ini ini 
untuk menghindari adanya cacat prosedural atau cacat substansial dan 
menghindari adanya dampak negatif dari keputusan tersebut 
2. Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Majelis Hakim mestilah 
mempertimbangan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan 
agar keadilan secara substantif dapat tercapai. Hal itu lah yang terlihat 
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